
BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun

2}lg tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing, perlu diatur tata cara pungutan Retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan lzin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintahan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di sumatera selatan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang Undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

Menimbang :4.

Mengingat : 1.

b.

2.



tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Letnbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 484a);

3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2Al2 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan lzin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 216, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 20 L3

tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun

2Ol3 Nomor 8);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.

5.



6. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam'

barang, prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan'

Izin Mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah

izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing'

Retribusi perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing' yang

selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas

pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada

pemberi kerja tenaga kerja asing'

perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk kepad"a pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

10. Tenag a KerlaAsing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud

bekerja di wilaYah Indonesia'

11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah

lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja

imbalan dalam bentuk lain.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu

dari Pemerintah KabuPaten.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran Retribusi yarlg telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah

melaluitempatpembayaranyangditunjukolehBupati.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah

surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi

yang terutang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemugutan retribusi tidak dapat diborongkan'

Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD'

7.

8.

9.

badan hukum atau badan-badan

Asing dengan membaYar uPah atau

(1)

(2\



(3)'Mengisi Formulir Perpanjangan IMTA seperti Format dalam Lampiran I dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(a) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat {2) disetor ke Kas Daerah.

(1) SSRD digunakan

pemberi kerja.

(2) Pembayaran atam

dalam Lampiran

tidak terpisahkan

Pasal 3

sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi oleh

BAB IlI

KE.TENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih

lanjut dengan KePutusan BuPaii.

Pasa1 5

Peraturan Bupati ini muiai. berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, merneritahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

penyetoran retribusi dengan mengisi Formulir seperti Format

II Formulir A dan Formulir B dan merupakan bagian yang

dari Peraturan ini.

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal, 
f 

V.r^^ 2014

#""V,ARAENrM/

l*urootR 
sAI soHAR

Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal, I 3crutn'n 2At4

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA

DAERAH

UARAENI

SEKRETARIS

KABUPATEN Mt

ENIM TAHUN 2OT4 NOMOR 5



FORMUTIR A SLtP SETORAN RETRIBUS!

PEMUNGUTAN IMTA

KAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NO. REK

MELALUI DINAS PPKAD

KAB. MUARA ENIM

SLIP SETORAN RETRIBUSI PEMUNGUTAN IMTA

I-ATUPINRU II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 20L3

JUMLAH usD/

( ........ .....-.."..............- )

PENYETOR

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT

J- TIMUARA ENll\/ y'

f*rro*,* 
sAr soHAR

\MATKW NAP

JUMLAH TKW NAP

PEJABAT DINAS PPKAD



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR r TAHUN 2013

TANGGAL : 2Ot3

FORMULIR PERMOHONAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA

WARGA NEGARA ASING (TKWNA)

Baru l--l eerpanjangan [--l pindah Jabatan [-l

I. DATA PEMOHON IJIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKWNA:

1. Nama Perusahaan/lnstansi

2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab

3. Alamat Perusahaan/lnstansi

Nomor TelePon dan Fax

e-Mail(harus diisi)

4. Tempat Kedudukan cabang

5. ljin Usaha : a. Dari

b. Nomor
c. Tanggal

6. Jenis Lapangan Usaha

7. Jumlah Tenaga Kerja

8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

a. Nomor SK Pengesahan

b. Tahun berlaku

a. lndonesia
b. Tenaga Asing

l|.DATATENAGAKERJAASINGYANGAKANDIPEKERJAKAN:

L. Nama

2. Alamat di Luar Negeri

3. Alamat di lndonesia

4. Kewarganegaraan

5. Nomor PasPor

Tanggal Berlaku

6. Tempat Lahir

Tanggal Lahir

7. Status Perkawinan

Kode SektorTeknis f-T_l

orang
orang

: Sudah disahkan E Belum disahkan

:

JenisKelamin E / E

Kawin E Belum Kawin E



Halaman 2

L Pendidikan Tertinggi *)

9. Fengalaman l(erja *)

1.0. Surat ljin MasuklTinggalyang dimiliki

a. Visa - Jenis

- Nomor

- Tanggal Dikeluarkan

- Masa Berlaku

b. Kartu ljin Masuk (KtM)

- Nomor

- TanggalDikeluarkan

= Masa Berlaku

c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD)

- Nomor

- Tanggal Dikeluarkan

- Masa Berlaku

d. Sulrat Kartu KePendudukan

- Nomor

- TanggalDikeluar"kan

- Masa Berlaku

a.

b.

C.

d.



Halarnan 3

III. JABATAN YANG AKAN D]ISI OLEH TENAGA KERJA ASING :

1. Nama Jabatan

LevetJabatan : pirnpinan/Manajer l-_l Profesional L] Sr.rperuisor f TeknisiOperator I--l

2. tJraian Jabatan {tugaq tanggung- :

Jawab, dan wewenang)

3. Persyaratan tertentu untulk mengisiiabatan berikut :

a. Pendidikan

b. Pengalaman Kerja

4. Lokasi Penempatan di

a. Provinsi Pertama

- Kabupaten/KotaPertama

- Kabupaten/Kota Kedua

b. Provinsi Kedua

- KabupatenlKota Pertama

- Kabupaten/Kota Kedua

c. Seluruh INDONESIA

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian keria berlaku tanggal

2. Fasilitas dan gajiyang diberikan

a. Perumahan

b. Kendaraan

c. Gaji Per bulan

Dapat t] Tidak Dapat [_ ]

oapat l*-l Tidak Dapat l--l

Dapat n ridak Dapat t]



Halaman 4

V. KETERANGAN IAIN YANG DIPANDANG PERLU :

Permohonan TA-62 hartls r'nelampirkan IKIA lama

Demikianlah permohonan ini kami isidengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarnnya

Fernol'ron

Tanda tangan dan nama terang penanggung

Jawab di atas materai RP. 5.000,-

'*) Lampirkan copy ijazah terakhirltanda bukti lain yang sah

I",L,^RAENMy'

/ 
tr**r* sAI soHAR
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